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Untuk memenuhi proyeksi peningkatan
permintaan minyak kelapa sawit (CPO) dunia

di masa depan, Indonesia menargetkan produksi
sebesar 60 juta ton per tahun pada 2045 (Septiadi
2016). Namun dengan kondisi produktivitas

CPO nasional saat ini, Indonesia membutuhkan
tambahan lahan sebesar 6,1 juta hektar untuk

budi daya kelapa sawit. Artinya, dampak terhadap
lingkungan dapat ikut meningkat.

Melihat tingginya ketimpangan produktivitas
antara perkebunan rakyat dengan perusahaan,
intensifikasi produksi perkebunan kelapa sawit
rakyat berpotensi sebagai solusi penengah

antara pentingnya peningkatan produksi dengan
pelestarian lingkungan.

Pemilihan lokasi program intensifikasi penting
untuk menghindari pemberian insentif kepada
pelaku usaha yang lokasi perkebunannya tidak
sesuai untuk budi daya kelapa sawit serta
meningkatkan efektivitas penggunaan sumber
daya yang tersedia. Studi ini bertujuan untuk
menentukan lokasi-lokasi perkebunan kelapa sawit
rakyat yang dapat diprioritaskan untuk program
intensifikasi dengan mempertimbangkan beberapa
aspek, termasuk luas perkebunan, produktivitas,
kesesuaian lahan, konservasi, legalitas lahan, dan
potensi akses pasar.

Pemilihan lokasi dilakukan melalui beberapa tahap:
1) menyeleksi perkebunan kelapa sawit rakyat di
tingkat kabupaten yang lokasinya sesuai untuk budi
daya kelapa sawit dan di luar kawasan hutan dan
gambut; 2) memberikan skor kepada kabupaten
berdasarkan kalkulasi proporsi luas perkebunan
rakyat yang terseleksi dan produktivitas perkebunan
rakyat di kabupaten tersebut; dan 3) menyeleksi
perkebunan rakyat yang mendapat peringkat
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Kertas Kerja berisi hasil sementara dari penelitian,
analisis, temuan dan rekomendasi yang disirkulasikan
untuk memantik diskusi dan umpan balik, serta untuk
memengaruhi perdebatan terkait isu yang tengah sering
dibicarakan. Kertas Kerja dapat dipublikasikan dalam
bentuk lain dengan isi yang dapat berubah.
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“tinggi” dan “sedang” dari hasil penskoran dengan
peta area potensi akses pasar.

Setidaknya terdapat 499.399 hektar perkebunan
kelapa sawit rakyat di 11 provinsi dan 23 kabupaten
di Indonesia yang dapat diprioritaskan untuk
program intensifikasi.

Metodologi dan hasil studi ini dapat digunakan oleh
para pemangku kepentingan yang menjalankan
program intensifikasi, khususnya Kementerian
Pertanian, Badan Pengelola Dana Perkebunan
Kelapa Sawit (BPDPKS), dan pemerintah daerah,
dalam membuat perencanaan program peremajaan
kelapa sawit, penyediaan sarana dan prasarana
perkebunan serta pembangunan kawasan
perkebunan kelapa sawit.

Pengecekan lokasi di tingkat tapak serta
penambahan data lain yang relevan perlu dilakukan
untuk memilih lokasi prioritas intensifikasi lebih
akurat sesuai kriteria masing-masing program.

Konsumsi global minyak kelapa sawit semakin
meningkat seiring berjalannya waktu.
Peningkatan ini sebagian didorong oleh naiknya
permintaan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku
makanan, barang-barang konsumsi (consumer goods),
dan produksi bahan bakar nabati (biofuel). Sebagai
produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia,
Indonesia berupaya untuk menyelaraskan peningkatan
permintaan ini dengan meningkatkan produksi.

Industri kelapa sawit digambarkan sebagai salah
satu penyebab deforestasi di hutan tropis. Untuk
mengatasi permasalahan deforestasi tersebut, pada
September 2018, pemerintah Indonesia mengeluarkan
moratorium penggunaan hutan untuk perkebunan
kelapa sawit. Intensifikasi produksi perkebunan

kelapa sawit dapat menjadi solusi bagi pemerintah
Indonesia untuk menjembatani celah antara kebutuhan
peningkatan produksi dan pelestarian lingkungan.

Saat ini masih terdapat ketimpangan
produktivitas kelapa sawit antara perkebunan
rakyat dengan perkebunan perusahaan
swasta. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia
memprioritaskan pelaksanaan program intensifikasi
kelapa sawit untuk perkebunan rakyat. Namun,
pelaksanaan program intensifikasi seluruh kebun
kelapa sawit rakyat di Indonesia merupakan
pekerjaan besar yang memakan biaya. Penentuan
lokasi prioritas intensifikasi berperan penting dalam
meningkatkan efektivitas program dan menghindari
pemberian insentif kepada pelaku usaha yang lokasi
perkebunannya tidak sesuai untuk budi daya sawit.
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Tujuan dari kertas kerja ini adalah untuk
mengidentifikasi lokasi perkebunan kelapa
sawit rakyat yang berpotensi menjadi

prioritas dalam program intensifikasi melalui
pendekatan dan metodologi holistik. Saat

ini, penelitian mengenai pemilihan lokasi prioritas
perkebunan kelapa sawit masih sangat terbatas. Oleh
karena itu, studi ini berangkat dari studi Afriyanti et al.
(2015) yang melakukan pemilihan lokasi berdasarkan
aspek biofisik dan konservasi. Dengan menambahkan
aspek potensi ekonomi, pemilihan lokasi dalam studi ini
mempertimbangkan aspek biofisik lahan, keberadaan
kawasan konservasi, akses pasar (pabrik kelapa sawit),
luas perkebunan, dan produktivitas CPO serta didukung
dengan data terbaik dari berbagai sumber yang dapat
diakses publik, di antaranya: Global Forest Watch,
Transparent World dan Direktorat Jenderal Perkebunan
Kementerian Pertanian.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa terdapat
499.399 hektar perkebunan kelapa sawit rakyat
di 11 provinsi dan 23 kabupaten di Indonesia
yang dapat diprioritaskan untuk program
intensifikasi. Lokasi-lokasi ini memiliki produktivitas
rendah dengan kondisi biofisik yang sesuai untuk budi
daya kelapa sawit, selain itu dekat dengan pabrik kelapa
sawit dan berada di luar kawasan hutan dan gambut.

Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian
Pertanian, BPDPKS, serta pemerintah daerah
dapat memanfaatkan metodologi dan hasil
studi ini dalam membuat perencanaan program
intensifikasi. Beberapa program peningkatan
produksi kelapa sawit rakyat yang sedang didorong
pemerintah antara lain program peremajaan kelapa
sawit, penyediaan sarana dan prasarana perkebunan,
dan pembangunan kawasan perkebunan kelapa sawit.

Pengecekan di lapangan dan penambahan data
direkomendasikan untuk penentuan lokasi
yang lebih akurat. Data-data tambahan seperti
umur tanaman kelapa sawit, sebaran lokasi kebun
yang sudah memiliki sertifikat kepemilikan lahan, data
kapasitas pabrik kelapa sawit serta data-data lain yang
relevan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan
implementasi program intensifikasi yang diadopsi oleh
pemangku kepentingan.



Hasil olahan minyak kelapa sawit mudah ditemukan
dalam produk yang kita gunakan sehari-hari, mulai
dari makanan, kosmetik, pembersih, hingga bahan
bakar nabati. Seiring dengan pertambahan populasi
penduduk, konsumsi minyak kelapa sawit terus
meningkat dari waktu ke waktu. Pada 2015, penggunaan
minyak kelapa sawit dunia telah mencapai 61,1 juta

ton atau meningkat lebih dari empat kali lipat dari

14,6 juta ton pada 1995 (European Palm Oil Alliance
2016). Sebuah studi mengestimasi bahwa permintaan
minyak kelapa sawit dunia akan mencapai 264 juta ton
pada 2050 mendatang (Afriyanti et al. 2016), atau naik
hampir sebesar 300 persen dari produksi dunia saat
ini (69,6 juta ton) (Statista 2018). Indonesia, sebagai
penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia,
berkontribusi terhadap 60 persen (atau sekitar 41,9 juta
ton CPO) produksi global (GAPKI 2018a) dari 14,03
juta hektar perkebunan kelapa sawit yang ada (Jatmiko
2018). Untuk menyelaraskan peningkatan permintaan
dunia di masa depan, Indonesia menargetkan produksi
minyak kelapa sawit nasional sebesar 60 juta ton per
tahun pada 2045 (Septiadi 2016).

Terlepas dari beragam manfaat minyak kelapa sawit,
industri kelapa sawit Indonesia disebut sebagai salah
satu penyebab deforestasi di hutan tropis. Dalam waktu
20 tahun, Indonesia telah kehilangan 2,3 juta hektar
hutan akibat konversi lahan ke perkebunan kelapa sawit
(Austin et al. 2017). Tanpa peningkatan produktivitas,
Indonesia membutuhkan tambahan lahan seluas 6,1
juta hektar untuk budi daya kelapa sawit — hampir

se luas Sri Lanka — untuk mencapai target produksi
minyak kelapa sawit nasional. Ekspansi ini tentu akan
meningkatkan dampak terhadap lingkungan, seperti
deforestasi dan konversi lahan gambut.

Persepsi negatif terhadap minyak kelapa sawit dan
produk turunannya dalam beberapa dekade terakhir
juga turut memengaruhi perdagangan internasional.
Sebagai contoh, Uni Eropa mengeluarkan Panduan
Energi Terbarukan (European Union Renewable
Energy Directive II) untuk mengurangi emisi karbon
yang dihasilkan negara-negara Uni Eropa pada 2030,
yaitu dengan cara: menargetkan pengurangan konsumsi
energi non terbarukan, meningkatkan porsi energi
terbarukan, serta menetapkan jenis dan standar kualitas
energi terbarukan yang digunakan. Dalam panduan

ini, Uni Eropa melabel kelapa sawit sebagai komoditas
berisiko tinggi terkait penggunaan lahan secara tidak
langsung (Indirect Land Use Change - ILUC). Kelapa
sawit dinilai sebagai komoditas penyumbang emisi gas
rumah kaca terbesar karena produksinya melibatkan

konversi lahan dengan stok karbon tinggi (seperti hutan
dan lahan gambut). Label risiko ini berimplikasi pada
penurunan nilai ekspor minyak kelapa sawit Indonesia
ke negara-negara Uni Eropa (Khairunisa 2017). Hanya
minyak kelapa sawit tertentu yang diperbolehkan
masuk ke negara-negara tersebut. Melihat kondisi
tersebut, Indonesia perlu menerapkan cara-cara yang
lebih ramah lingkungan untuk meningkatkan produksi
minyak sawit.

Pada September 2018, pemerintah Indonesia
mengeluarkan moratorium penggunaan hutan untuk
perkebunan kelapa sawit sehingga ekspansi perkebunan
baru sangat terbatas. Untuk dapat tetap meningkatkan
produksi, intensifikasi produksi perkebunan kelapa
sawit eksisting bisa menjadi salah satu solusi.
Intensifikasi merupakan upaya peningkatan hasil
produksi tanpa perluasan lahan budi daya. Upaya ini
diwujudkan melalui implementasi praktik perkebunan
yang baik (Good Agricultural Practices - GAP) atau
peremajaan kebun yang kurang produktif.

Mempertimbangkan tingginya ketimpangan antara
produktivitas perkebunan rakyat dengan perkebunan
perusahaan swasta, intensifikasi juga bisa menjadi
bagian dari upaya peningkatan produktivitas
perkebunan rakyat. Saat ini, pekebun rakyat mengelola
sekitar 40 persen (5,6 juta hektar) perkebunan kelapa
sawit di Indonesia (Junaedi 2018) dengan produktivitas
hampir 50 persen lebih rendah dari perkebunan kelapa
sawit milik perusahaan swasta (Soliman et al. 2016).

Intensifikasi seluruh kebun kelapa sawit rakyat di
Indonesia merupakan pekerjaan besar yang memakan
banyak biaya. Dengan demikian, penentuan lokasi
prioritas intensifikasi penting untuk dilakukan demi
meningkatkan efektivitas program dan menghindari
pemberian insentif kepada pelaku usaha yang lokasi
perkebunannya tidak sesuai untuk budi daya.

Untuk mendukung program intensifikasi perkebunan
rakyat yang dijalankan oleh pemerintah serta

para pemangku kepentingan lain, WRI Indonesia
mengusulkan sebuah metodologi dan perangkat

yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi lokasi
prioritas intensifikasi perkebunan kelapa sawit rakyat.
Dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian lahan,
konservasi, dan akses pasar, metodologi ini berfokus
pada perkebunan rakyat di luar kawasan hutan dan
gambut . Sebuah studi serupa telah dilakukan oleh
Afriyanti et al. pada 2015, dengan mengidentifikasi
tiga kriteria, yaitu kondisi biofisik lahan, jenis
penggunaan lahan, dan keberadaan area moratorium
dan konservasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan
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bahwa terdapat sekitar 17 juta hingga 26 juta hektar
lahan yang berpotensi dintensifikasi. Namun, angka ini
masih estimasi kasar dan belum menunjukkan lokasi
intensifikasi perkebunan kelapa sawit yang dibutuhkan
secara tepat.

Studi yang dilakukan oleh WRI Indonesia mengacu
pada data terbaik dari berbagai sumber yang dapat
diakses oleh publik saat studi dilakukan, yaitu data

dari Global Forest Watch, Transparent World,

dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian
Pertanian. Fokus studi adalah untuk menyeleksi lokasi
prioritas intensifikasi menggunakan metodologi serupa
yang digunakan Afriyanti dengan menambahkan sistem
penilaian (sistem skor) yang dikembangkan sendiri.
Selain itu, WRI Indonesia juga menggunakan data-
data tambahan seperti sebaran perkebunan kelapa
sawit rakyat, produktivitas perkebunan kelapa sawit
rakyat, dan distribusi pabrik kelapa sawit. Dalam proses
pengembangan metodologi, WRI Indonesia mendapat
masukan dari para pemangku kepentingan terkait, baik
pemerintah, perusahaan swasta, akademisi, maupun
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hasil studi ini
diharapkan dapat menjadi acuan dan pertimbangan

Tabel 1 |

bagi para pemangku kepentingan dalam menjalankan
program intensifikasi perkebunan kelapa sawit rakyat
secara efektif dan efisien.

Sebagai langkah awal, studi ini mengidentifikasi
variabel-variabel yang berpengaruh terhadap
keberhasilan intensifikasi. Pemilihan variabel yang
digunakan dalam analisis ini menggunakan empat
pertimbangan, yaitu kepraktisan (ketersediaan
data untuk publik), dampak langsung terhadap
produktivitas, perlindungan terhadap ekosistem hutan
dan lahan gambut, dan potensi akses pasar untuk
menjual tandan buah segar (TBS) hasil intensifikasi.
Variabel-variabel yang digunakan dalam studi ini terdiri
dari:

Kesesuaian lahan untuk budi daya kelapa sawit;

Peta perkebunan kelapa sawit rakyat;

Produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat;

Sebaran area konservasi: keberadaan hutan,

sempadan sungai, dan lahan gambut;

Legalitas lahan; dan

Potensi akses pasar - dinyatakan dalam jarak

terhadap pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS).

Lokasi yang sesuai untuk budi daya kelapa

Peta kesesuaian lahan untuk kelapa sawit

aspek biofisik dan konservasi.

Tautan: https://www.globalforestwatch.org/

Peta perkebunan kelapa sawit rakyat

Data statistik produktivitas perkebunan

kelapa sawit rakyat provinsi dan kabupaten.

sawit dipilih berdasarkan indikator-indikator
kesesuaian lahan dengan mempertimbangkan

Distribusi sebaran perkebunan kelapa sawit
rakyat dari hasil pengolahan citra satelit.

Data produktivitas perkebunan rakyat di tingkat

Tautan: http://ditjenbun.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/statistik/2017/Kelapa-Sawit-2015-2017.pdf

Peta Area Penggunaan Lain (APL)

Peta yang menunjukkan peruntukan kawasan
non hutan sebagai Area Penggunaan Lain (APL)

Peta sebaran pabrik kelapa sawit di Indonesia
diolah untuk mengidentifikasi area potensi

Peta sebaran pabrik kelapa sawit

akses pasar bagi pekebun untuk menjual TBS
hasil intensifikasi. Definisi area potensi akses

WRI 1:250.000 2012

WRI dan Transparent 30 x 30 2013-2014
World meter

Direktorat Jenderal

Perkebunan Kement- 2015
erian Pertanian

Kementerian Ling-

kungan Hidup dan 1:250.000 2017
Kehutanan

WRI dan FoodReg Data poin 2015

pasar adalah area yang berada dalam radius 50

km dari pusat pabrik.

Tautan: https://www.globalforestwatch.org
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Penggunaan masing-masing variabel dan alur
metodologi penentuan lokasi prioritas intensifikasi
perkebunan kelapa sawit rakyat dirangkum dalam
Gambar 1. Dalam proses pengembangan metodologi ini,
WRI Indonesia juga berkonsultasi dengan narasumber
terpilih dari Kementerian Pertanian, Badan Pengelola
Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Dinas
Perkebunan Provinsi Riau, Dinas Pertanian Kabupaten
Siak, Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), perwakilan
perusahaan perkebunan kelapa sawit, akademisi dari
universitas (Institut Pertanian Bogor dan Universitas

Gambar1 |

Riau), dan Organisasi Non Pemerintah (Roundtable
on Sustainable Palm Oil - RSPO, Kehati, dan Lingkar
Temu Kabupaten Lestari) melalui Diskusi Kelompok
Terarah. Masukan-masukan yang diperoleh dalam
diskusi tersebut antara lain mengenai: 1) kriteria
tambahan yang perlu dipertimbangkan dalam
pemilihan lokasi prioritas intensifikasi; 2) identifikasi
tantangan dalam melakukan intensifikasi perkebunan
rakyat; 3) perspektif pekebun rakyat terhadap program
intensifikasi, dan 4) potensi pemanfaatan hasil
penelitian lokasi prioritas intensifikasi di daerah.

Peta kesesuaian lahan untuk
budidaya kelapa sawit

Peta perkebunan kelapa sawit rakyat

Peta APL —

Sumber: Tlustrasi Penulis

Peta kesesuaian lahan untuk budi daya kelapa

sawit diperoleh dari platform Global Forest Watch
(GFW) yang dikembangkan oleh WRI. Platform ini
memiliki fitur yang memungkinkan pengguna untuk
mengidentifikasi lokasi potensial untuk budi daya
kelapa sawit di luar tutupan hutan dan gambut di
empat pulau penghasil sawit utama, yaitu Sumatra,
Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Fitur ini merupakan
pengembangan dari Proyek POTICO yang dilakukan
oleh WRI dan Sekala pada 2012 dengan Kalimantan
sebagai lokasi percontohan.

Dilakukan penentuan skor

Luas area perkebunan
rakyat yang sesuai untuk
budidaya dan telah
ditanami kelapa sawit
di tingkat kabupaten

Produktivitas perkebunan
kelapa sawit rakyat tingkat
kabupaten

Dihasilkan kabupaten prioritas tinggi, sedang, dan rendah

Kabupaten prioritas tinggi dan sedang

Tumpang susun dengan area potensi akses pasar

(radius 50 km dari pabrik kelapa sawit)

¢

Kabupaten prioritas untuk intensifikasi
perkebunan kelapa sawit

Lokasi yang sesuai untuk budi daya kelapa sawit

dipilih berdasarkan indikator-indikator kesesuaian
lahan dengan mempertimbangkan kriteria biofisik

dan konservasi. Kriteria biofisik dirancang untuk
menentukan area yang sesuai untuk pertumbuhan
kelapa sawit. Kriteria ini terdiri dari enam indikator,
yaitu (Tabel 2): (1) ketinggian, (2) curah hujan, (3)
kedalaman tanah, (4) tipe tanah, (5) drainase tanah, dan
(6) keasaman tanah. Indikator-indikator ini merupakan
faktor ekonomi penting yang memengaruhi produksi
buah, jumlah dan jenis manajemen input pertanian
yang dibutuhkan (misalnya pupuk, irigasi, terasering),
dan keuntungan jangka panjang dari suatu perkebunan
(Gingold 2012).
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Tabel 2 |

Indikator Biofisik Tidak Sesuai

Ketinggian (m) 0-400
Curah hujan (mm/tahun) 1.250 - 6,000
Kedalaman tanah (cm) >51

Tipe tanah

Drainase tanah

Keasaman tanah <73

Sumber: Gingold et al. 2012

Berdasarkan nilai stok karbon, nilai konservasi tinggi
(NKT 1-3), dan perlindungan tanah dan air, kriteria
konservasi didesain untuk menentukan kesesuaian
lokasi untuk pengembangan kelapa sawit. Kriteria

ini diadopsi dari prinsip dan standar pengelolaan
kebun yang baik yang telah diterima secara luas oleh
sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan, seperti
Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), RSPO, serta

Tabel 3 |

Inseptisol; Oxisol; Alfisol; Ultisol; Spodosol; Entisol

Baik, cukup baik, cepat, terhambat

>400

>6.000; <1.250
<50

Histosol

Sangat cepat, sangat terhambat, stagnan

>73

komitmen perdagangan lainnya. Kriteria konservasi
perlu dipertimbangkan untuk menjamin hasil
perkebunan memiliki tingkat kompetisi yang kuat di
pasar internasional. Terdapat lima indikator kesesuaian
dari kriteria ini, yaitu (Tabel 3): (1) tutupan lahan, (2)
gambut, (3) kemiringan, (4) bufer area konservasi, dan
(5) bufer sumber daya air (Gingold 2012).

Indikator Konservasi Tidak Sesuai

Padang rumput, belukar, perkebunan, pertanian,

Tutupan lahan
(di luar tutupan hutan)

Gambut (cm) 0
Kemiringan (%) 0-30
Bufer area konservasi (m) >1000
Bufer sumber daya air (m) >100

Sumber: Gingold et al. 2012

Mengingat data produktivitas perkebunan kelapa sawit
rakyat saat ini hanya tersedia di tingkat kabupaten,
maka identifikasi lokasi prioritas untuk intensifikasi
dilakukan di tingkat kabupaten. Proses identifikasi
dilakukan menggunakan analisis spasial dan sistem
penskoran. Peta kesesuaian lahan untuk budi daya
kelapa sawit ditumpangsusunkan dengan peta sebaran
perkebunan kelapa sawit rakyat dan peta administrasi
kabupaten untuk menghasilkan data “luas perkebunan
kelapa sawit rakyat yang sesuai untuk budi daya” di
tingkat kabupaten. Selanjutnya, data tersebut dan data
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permukiman/area penggunaan lainnya

Hutan primer, hutan sekunder, lahan basah

Semua nilai > 0
>30
<1000

<100

“produktivitas perkebunan rakyat” dibagi menjadi

lima kategori prioritas, yaitu sangat rendah, rendah,
sedang, tinggi, dan sangat tinggi (Tabel 4) dan diberikan
skor. Pembagian kategori ini dibuat berdasarkan

rumus interval kelas. Uji distribusi untuk data “luas
perkebunan kelapa sawit rakyat yang sesuai untuk budi
daya” dan “produktivitas perkebunan rakyat” dilakukan
untuk memastikan tidak ada bias dalam pengkategorian
data. Hasil uji distribusi menunjukkan bahwa data
“produktivitas perkebunan rakyat” terdistribusi normal
dan data “luas perkebunan kelapa sawit rakyat yang



sesuai untuk budi daya” terdistribusi condong ke kiri.
Meskipun demikian, data “luas perkebunan kelapa
sawit rakyat yang sesuai untuk budi daya” tidak bisa
diolah (dengan membuang sebagian data) menjadi
data terdistribusi normal karena seluruh data tersebut
penting dan harus diperhitungkan dalam analisis.

Suatu kabupaten dikatakan memiliki prioritas
intensifikasi tinggi jika memiliki area perkebunan
kelapa sawit rakyat yang sesuai untuk budi daya yang

luas dan produktivitas perkebunan rakyat yang rendah.

Dengan demikian, skor terbesar diberikan kepada
kabupaten yang memiliki lahan perkebunan kelapa

Tabel 4 |

sawit rakyat yang sesuai untuk budi daya terluas dan
kabupaten yang memiliki produktivitas perkebunan
rakyat terendah (Tabel 5). Kedua skor dari tiap data
kemudian dijumlahkan sehingga diperoleh skor total.
Skor total di tiap kabupaten lalu dibagi menjadi tiga
kategori prioritas (“rendah”, “sedang”, dan “tinggi”).
Tlustrasi perhitungan skor dapat dilihat pada Tabel 6
dan hasil perhitungan untuk seluruh kabupaten dapat
dilihat di Lampiran 1.

_ Nilai maksimum data - Nilai minimum
Interval kategori =

data jumlah kategori (5)

Batas bawah

Sangat rendah
Batas atas
Batas bawah
Rendah
Batas atas
Batas bawah
Sedang
Batas atas
. Batas bawah
Tinggi
Batas atas
o Batas bawah
Sangat tinggi

Batas atas

Sumber: Tlustrasi Penulis

Tabel 5 |

Nilai minimum data

Nilai minimum data + interval kategori

Batas atas kategori "sangat rendah” + 1

Batas bawah kategori “rendah” + interval kategori
Batas atas kategori “rendah” +1

Batas bawah kategori “sedang” + interval
kategori

Batas atas kategori “sedang” + 1
Batas bawah kategori “tinggi” + interval kategori
Batas atas kategori “tinggi” + 1

Batas bawah kategori “sangat tinggi” + interval
kategori

Kategori Prioritas

Sangat rendah

Rendah

Sedang

Tinggi

Sangat tinggi

Sumber: Tlustrasi Penulis

I
untuk Budi Daya
1
2
3
4
5

N

5
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Tabel 6 |

Produktivitas Skor

Provinsi Kabupaten Produktivitas | Total Skor Prioritas

(Kg/Ha) (Kg/Ha)

Jambi Bungo 180.712 3.248 5 3 8 Tinggi

Jambi Tanjung Jabung Timur  79.684 1.982 3 4 7 Sedang
Aceh Aceh Barat Daya 1155 1401 1 5 6 Sedang
Sumatra Barat Agam 55162 2495 2 4 6 Sedang
Sumatra Selatan Banyuasin 7.988 1616 1 5 6 Sedang
Kalimantan Tengah  Barito Timur 463 1569 1 5 6 Sedang
Aceh Bireun 12.799 1.296 1 5 6 Sedang
Sulawesi Tenggara Konawe 3178 1323 1 5 6 Sedang
Sulawesi Tenggara Konawe Selatan 604 1.000 1 5 6 Sedang
Sulawesi Tenggara Konawe Utara 163 1188 1 5 6 Sedang
Sumatra Utara Serdang Bedagai 17.292 3.368 1 2 3 Rendah
Sumatra Utara Simalungun 3.754 3.359 1 2 3 Rendah

Sumber: Tlustrasi Penulis

TBS yang dipanen harus segera diolah dalam waktu 24
jam untuk mempertahankan kualitas minyak kelapa
sawit yang diproduksi. Dengan demikian, rata-rata
jarak perkebunan terjauh yang memungkinkan untuk
pengolahan tersebut adalah sekitar 50 km (Lake

et al. 2016). Mempertimbangkan fakta tersebut,

peta perkebunan kelapa sawit rakyat yang sesuai
untuk budi daya di tingkat kabupaten yang masuk
dalam kategori prioritas “sedang” dan “tinggi” perlu
ditumpangsusunkan dengan peta area potensi akses
pasar. Dari sini, akan teridentifikasi lokasi-lokasi
potensial yang dapat diprioritaskan untuk program
intensifikasi perkebunan kelapa sawit rakyat.

Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat 499.399
hektar perkebunan kelapa sawit rakyat dari 11

provinsi dan 23 kabupaten di Indonesia yang memiliki
produktivitas rendah, tetapi lahannya sesuai untuk budi
daya kelapa sawit, yakni berada di luar kawasan hutan
dan gambut dan dekat dengan pabrik kelapa sawit
(Tabel 7). Lokasi-lokasi tersebut kami rekomendasikan
untuk diprioritaskan dalam penyaluran bantuan
program intensifikasi. Contoh lokasi perkebunan kelapa
sawit di tingkat provinsi dan kabupaten ditampilkan
pada Gambar 2.
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Tabel 7 |

Provinsi/Kabupaten Luas Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Prioritas (Ha)

Jambi 257.064
Bungo 178.303
Tanjung Jabung Timur 77944
Sarolangun 818

Riau 85.712
Bengkalis 46,900
Rokan Hulu 25775
Kampar 13.037

Kalimantan Barat 74.043

Sambas 57.267
Kubu Raya 9.767
Bengkayang 5.240
Sanggau 1148
Singkawang 361
Landak 261

Sumatra Barat 50.980

Agam 50.980
Aceh 14.173
Bireuen 12,631
Aceh Barat Daya 1139
Aceh Timur 403

Sumatra Selatan 7.882
Banyuasin 7.882

Kalimantan Timur 5.270

Penajam Paser Utara 5.270

Kalimantan Selatan 2.768
Tanah Laut 2768

Sulawesi Tenggara 854

Konawe 693
Konawe Utara 161
Kalimantan Tengah 457
Barito Timur 457
Lampung 195
Pringsewu 195
Total (Ha) 499.399

Sumber: Hasil Analisis Penulis
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Gambar 2 |

Sumatera Barat

Sumatera Selatan

Peta Lokasi Prioritas Intensifikasi Perkebunan Rakyat di Provinsi Jambi
® Pabrik Kelapa Sawit
O3 Lokasi Prioritas Intensifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat
[29 Lahan yang Sesuai untuk Budidaya Kelapa Sawit

Lingga

Tanjung Jabung B

&

Tanjung Jabung T

Muaro Jambi
Jambi
Batang Hari

Peta Lokasi Pri(;ritas Intensifikasi Perkebunan Rakyat

di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
@ Pabrik Kelapa Sawit
3 Lokasi Prioritas Intensifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat
___ [ Lahan yang Sesuai untuk Budidaya Kelapa Sawit

Solok

Dharmasraya

Solok Selatan

«s Peta Lokasi Prioritas Intensifikasi Perkebunan Rakyat di Kabupaten Bungo
@ Pabrik Kelapa Sawit
O Lokasi Prioritas Intensifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat
X3 Lahan yang Sesuai untuk Budidaya Kelapa Sawit

Sumber: Hasil Analisis Penulis

10 WRI INDONESIA



Metodologi dan hasil analisis ini dapat dimanfaatkan
oleh Kementerian Pertanian, BPDPKS, dan pemerintah
daerah untuk menyusun kebijakan pemilihan lokasi-
lokasi program intensifikasi perkebunan kelapa sawit
rakyat sehingga anggaran dana dan program yang
dijalankan semakin efektif dan tepat sasaran.

Beberapa contoh program pemerintah yang telah
berjalan antara lain:

Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat

Peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat telah
menjadi fokus pemerintah sejak 2017 dalam rangka
perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit
Indonesia serta peningkatan produktivitas perkebunan
kelapa sawit rakyat. Program peremajaan dinilai penting
karena saat ini 2,4 juta hektar dari 5,6 juta hektar kebun
sawit rakyat kurang produktif (Sawit Plus 2018). Dari
2.4 juta hektar kebun tersebut, sebanyak 2,1 juta hektar
terindikasi merupakan perkebunan berusia muda
(berumur kurang dari 25 tahun) yang menggunakan
bibit berkualitas rendah, sementara 300.000 hektar
sisanya merupakan perkebunan tua (berumur lebih dari
25 tahun) yang sudah tidak produktif (Kumparan 2018).
Kedua hal tersebut merupakan penyebab utama di

balik rendahnya produktivitas perkebunan kelapa sawit
rakyat di Indonesia.

Implementasi program peremajaan kelapa sawit

rakyat telah diatur oleh pemerintah melalui Keputusan
Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 29 Tahun 2017
dan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor
240 Tahun 2018. Direktorat Jenderal Perkebunan
Kementerian Pertanian mendefinisikan peremajaan
kelapa sawit sebagai upaya pengembangan perkebunan
yang dilakukan dengan mengganti tanaman tua yang
telah melewati umur ekonomis 25 tahun; atau memiliki
produktivitas kurang dari sepuluh ton TBS per hektar
per tahun pada umur minimal tujuh tahun; atau
menggunakan bibit tidak bersertifikat - dengan tanaman
kelapa sawit yang berkualitas tinggi dan bersertifikat.
Dengan menggunakan tanaman kelapa sawit
bersertifikat, produktivitas kebun kelapa sawit rakyat
diharapkan dapat meningkat karena menggunakan
bibit unggul yang kualitasnya sudah dijamin oleh
pemerintah.

Beberapa lembaga yang berperan dalam pelaksanaan
program peremajaan kelapa sawit rakyat adalah
Kementerian Pertanian, BPDPKS, dan dinas
perkebunan di tingkat provinsi dan kabupaten.
Kementerian Pertanian bertugas membuat dan
menetapkan peta jalan kegiatan peremajaan,

menetapkan peraturan mengenai pedoman peremajaan
dalam kerangka pendanaan BPDPKS, dan memberikan
rekomendasi teknis dalam proses penyaluran dana
sawit untuk kegiatan peremajaan. Sementara itu,
BPDPKS berfungsi menyalurkan alokasi dana
peremajaan yang bersumber dari pungutan ekspor

dan iuran para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit
yang dihimpun dan dikelola oleh BPDPKS. Di tingkat
provinsi dan kabupaten, dinas perkebunan berperan
dalam memberikan sosialisasi program peremajaan,
mengumpulkan dan melakukan verifikasi data pekebun
rakyat, serta membuat dan melakukan verifikasi
rekomendasi teknis atas usulan peremajaan yang akan
diajukan ke Kementerian Pertanian.

Program peremajaan kelapa sawit diwujudkan

melalui pemberian bantuan biaya peremajaan

kepada pekebun rakyat sebesar 25 juta rupiah per
hektar dengan maksimum empat hektar kebun untuk
setiap kepala keluarga (KK). Komponen peremajaan
yang dibiayai BPDPKS meliputi biaya operasional
persiapan peremajaan, biaya peremajaan, serta
pengembangan sumber daya manusia. Secara garis
besar, biaya persiapan peremajaan mencakup persiapan
administrasi (misalnya: pembuatan peta kebun dan
pengumpulan surat legalitas) dan pembentukan
kelembagaan pekebun. Biaya peremajaan meliputi
biaya persiapan lahan dan pengadaan bibit bersertifikat,
pupuk, pestisida, alat pertanian, dan infrastruktur yang
diperlukan. Biaya pengembangan sumber daya manusia,
yang terdiri dari biaya pendampingan dan fasilitasi
kepada pekebun, bertujuan untuk meningkatkan
kapasitas pekebun dalam melakukan peremajaan dan
pengelolaan kebun kelapa sawit agar semakin produktif
dan ramah lingkungan.

Peremajaan kelapa sawit rakyat dilaksanakan di

20 provinsi prioritas dan ditargetkan selesai pada
2022 (BPDPKS 2018a). Pada 2017, pemerintah
menargetkan peremajaan 20.780 hektar lahan kebun
rakyat (GAPKI 2018b), dilanjutkan dengan 185.000
hektar lahan tambahan di 2018 (Laoli 2018). Namun
hingga penghujung 2018, realisasi peremajaan hanya
mencapai 14.264 hektar yang tersebar di tujuh provinsi,
yaitu Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Jambi, Riau,
Bengkulu, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.
Terhambatnya pencapaian target peremajaan antara
lain disebabkan oleh lambatnya proses administrasi
dan verifikasi data pekebun, tingginya masalah
legalitas lahan (misalnya: kebun kelapa sawit berada

di kawasan hutan, pemilik kebun tidak memiliki
sertifikat kepemilikan lahan, dll), dan berbagai kendala
operasional lainnya di lapangan, seperti kesiapan bibit,
pencairan dana, dan kelembagaan pekebun (Amri
2018).
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Kotak 1 | Provinsi Prioritas Program Peremajaan
Kelapa Sawit Rakyat

Aceh
Sumatra Utara

. Sumatra Barat
Riau

. Jambi

. Sumatra Selatan
Bangka Belitung
Bengkulu
Lampung

. Banten

. Kalimantan Barat

. Kalimantan Tengah

. Kalimantan Utara
. Kalimantan Selatan
. Kalimantan Timur
. Sulawesi Selatan

. Sulawesi Tengah

. Sulawesi Barat

. Papua

. Papua Barat

Sumber: BPDPKS 2018¢

Metodologi dan hasil analisis provinsi dan kabupaten
prioritas untuk program intensifikasi perkebunan kelapa
sawit rakyat dalam studi ini dapat dijadikan sebagai
bahan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya dinas
perkebunan di tingkat kabupaten dalam membuat
rekomendasi teknis usulan peremajaan untuk diajukan
kepada dinas perkebunan di tingkat provinsi dan
Kementerian Pertanian. Dengan menggunakan hasil
analisis ini, pemerintah kabupaten dan provinsi dapat
langsung memfokuskan program peremajaan pada
lokasi-lokasi yang telah diidentifikasi dan melakukan
pengecekan di lapangan untuk menentukan lokasi
peremajaan di tingkat tapak.

Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkebunan
Kelapa Sawit Rakyat

Penyediaan sarana dan prasarana pendukung
perkebunan kelapa sawit rakyat merupakan program
Kementerian Pertanian dengan BPDPKS sebagai
lembaga yang ditugaskan untuk mengelola dan
menyalurkan dana program. Program ini bertujuan
untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu
TBS kebun kelapa sawit rakyat dengan menyalurkan
bantuan dalam bentuk uang, barang, dan/ atau jasa
kepada kelompok tani atau kelembagaan pekebun
kelapa sawit lainnya yang disetujui oleh pemerintah.
Bantuan dapat digunakan untuk membeli bibit, pupuk,
pestisida, alat pascapanen dan pengolahan hasil,
membuat jalan kebun dan akses ke jalan umum dan/
atau pelabuhan, serta membeli atau menyewa alat
transportasi dan mesin pertanian.

Mekanisme penyaluran dana sarana dan prasarana
perkebunan kelapa sawit diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2018. Direktorat
Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan
BPDPKS memiliki kewenangan dalam menentukan
prioritas dan alokasi anggaran dan membuat
rekomendasi teknis untuk diusulkan mendapat

dana BPDPKS. Selain itu, BPDPKS juga berperan
dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
penggunaan dana sarana dan prasarana secara berkala.

Terkait pemilihan lokasi, BPDPKS mengarahkan agar
penyaluran bantuan program penyediaan sarana dan
prasarana perkebunan kelapa sawit diperuntukkan bagi
wilayah yang memenuhi persyaratan biofisik dan iklim
yang sesuai untuk budi daya kelapa sawit (BPDPKS
2018b). Dengan demikian, hasil analisis provinsi

dan kabupaten prioritas untuk program intensifikasi
perkebunan kelapa sawit rakyat dapat dimanfaatkan
oleh Kementerian Pertanian dan BPDPKS dalam
menentukan lokasi-lokasi yang menjadi sasaran utama
penyaluran dana sarana dan prasarana perkebunan
kelapa sawit.

Pengembangan Kawasan Perkebunan Upaya lain yang
dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian
Pertanian dalam meningkatkan produktivitas hasil
perkebunan adalah dengan menerapkan kebijakan
pengembangan kawasan perkebunan sebagai pusat
pembangunan perkebunan melalui pendekatan
kesesuaian wilayah. Lokasi yang ditetapkan sebagai
kawasan perkebunan dapat berupa kawasan eksisting
dan lokasi baru yang sesuai tipologi agroekosistem

dan persyaratan budi daya komoditas sesuai Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2016. Kebijakan
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Intensifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat : Dari Mana Kita Memulai?

Kotak 2 | Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional - Komoditas Prioritas Perkebunan Kelapa Sawit
Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 830 Tahun 2016

Provinsi

Aceh Nagan Raya, Aceh Singkil

Sumatra Barat

Pasaman Barat, Dharmasraya, Solok Selatan, Pesisir Selatan

Riau Bengkalis, Kota Dumai, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Siak, Pelalawan

Sumatra Selatan

Bengkulu

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan Tanah Bumbu, Tanah Laut, Kotabaru
Kalimantan Timur

Papua Barat

Muara Enim, Ogan Komering llir, Musi Banyuasin, Banyuasin

Bengkulu Utara, Muko-Muko, Bengkulu Tengah, Seluma, Bengkulu Selatan, Kaur

Kotawaringin Barat

Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Paser, Penajam Paser Utara

Sorong, Teluk Bintuni, Manokwari

Sumber: Keputusan Menteri Pertanian Nomor 830 Tahun 2016

pengembangan kawasan perkebunan diharapkan dapat
mengatasi penggunaan lahan yang kurang produktif
serta menjadi dasar penyusunan zonasi pengembangan
komoditas atau tata ruang pertanian yang
mempertimbangkan daya dukung lahan (Direktorat
Jenderal Perkebunan 2014).

Jenis komoditas perkebunan dan lokasi prioritas
program pengembangan kawasan berbasis komoditas
perkebunan diatur dalam Keputusan Kementerian
Pertanian Nomor 830 Tahun 2016 tentang Lokasi
Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional. Dalam
peraturan ini, pemerintah menetapkan 11 komoditas
perkebunan serta lokasi prioritas untuk pengembangan
masing-masing komoditas. Kesebelas komoditas
tersebut, yaitu: tebu, kopi, teh, kakao, jambu mete, lada,
cengkeh, pala, kelapa sawit, karet,

V. KETERBATASAN STUDI

Studi ini menggunakan data terbaik yang tersedia

dari berbagai sumber yang dapat diakses oleh publik.
Dengan demikian, keakuratan hasil analisis tergantung
dari kualitas data yang tersedia. Penambahan data
juga dapat memengaruhi peringkat lokasi prioritas
intensifikasi. Kami menggunakan data produktivitas
perkebunan rakyat tahun 2015 dari Direktorat
Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Untuk
memperoleh hasil yang lebih akurat, dapat dilakukan
studi lanjutan dengan menggunakan data terbaru. Data
sebaran pabrik kelapa sawit yang digunakan sebagai
dasar penentu area akses pasar belum mewakili semua

pabrik kelapa sawit di Indonesia. Data tersebut juga
tidak memuat kapasitas produksi tiap pabrik sehingga
tidak dapat menggambarkan potensi jumlah buah hasil
intensifikasi yang dapat diserap oleh pabrik kelapa
sawit. Lebih lanjut, penentuan akses pasar akan lebih
efektif jika setiap pabrik kelapa sawit memiliki data
lacak balak (traceability) terhadap buah perkebunan
rakyat yang dipasok ke pabrik tersebut. Pengecekan
lokasi di tingkat tapak serta penambahan data-data
lain yang relevan tentu dapat digunakan untuk memilih
lokasi prioritas intensifikasi lebih akurat sesuai
kebutuhan dan kebijakan yang diadopsi oleh pemangku
kepentingan yang menggunakan metodologi ini. Apabila
semakin banyak data tersedia untuk publik, ke depan,
studi ini diharapkan dapat menggunakan sumber-
sumber data pendukung lain.

Studi ini dibuat untuk mengarahkan para pemangku
kepentingan, terutama Kementerian Pertanian

dan dinas perkebunan di tingkat provinsi dan
kabupaten, dalam memilih lokasi potensial yang dapat
diprioritaskan untuk program intensifikasi perkebunan
kelapa sawit rakyat. Namun demikian, hasil studi

ini tidak merefleksikan bahwa lokasi perkebunan
rakyat non prioritas tidak memerlukan intensifikasi.
Intensifikasi perkebunan kelapa sawit rakyat tetap
diperlukan untuk mengoptimalkan produktivitas kebun
yang pada akhirnya dapat menunjang peningkatan
pendapatan masyarakat, mengurangi kebutuhan
ekspansi kebun, dan membantu pencapaian target
produksi CPO Indonesia di 2045 mendatang.
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Metodologi ini didesain untuk memberikan panduan
kepada pemerintah dan para pemangku kepentingan
terkait lainnya dalam menentukan lokasi perkebunan
kelapa sawit rakyat yang dapat diprioritaskan untuk
program intensifikasi. Pertimbangan pemilihan lokasi
dalam metodologi ini didasarkan pada beberapa aspek,
termasuk luas kebun yang sesuai untuk budi daya,
produktivitas kebun, konservasi, legalitas lahan, dan
potensi akses penjualan buah ke pabrik kelapa sawit.
Hasil akhir menunjukkan bahwa terdapat 499.399 hektar
perkebunan kelapa sawit rakyat di 11 provinsi dan 23
kabupaten di Indonesia yang produktivitasnya rendah
namun berada di area yang kondisi biofisiknya sesuai untuk
budi daya kelapa sawit. Dari segi lokasi, area perkebunan
ini dekat dengan pabrik kelapa sawit sekaligus berada di
luar kawasan hutan dan lahan gambut. Pengecekan di
lapangan serta modifikasi dan/atau penambahan data
lain yang relevan perlu dilakukan untuk mendapatkan
hasil analisis yang lebih akurat dan sesuai dengan sasaran
program intensifikasi.
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Lampiran 1 |

Provinsi Kabupaten Pro(%l;lt_il\;i)tas Total Skor | Prioritas
(Kg/Ha)

1. Jambi Bungo 180.712 3.248 5 3 8 Tinggi

2. Aceh Aceh Barat Daya 1155 1401 1 5 6 Sedang
3. Aceh Aceh Selatan 2445 2.202 1 4 5 Sedang
4, Aceh Aceh Timur 408 21162 1 4 5 Sedang
5. Aceh Bireun 12799 1.296 1 5 6 Sedang
6.  Jambi Sarolangun 829 2.361 1 4 5 Sedang
7. Jambi Tanjung Jabung Timur 79.684 1.982 3 4 7 Sedang
8.  Kalimantan Barat Bengkayang 5.310 2.309 1 4 5 Sedang
9.  Kalimantan Barat Kubu Raya 9.899 1722 1 5 6 Sedang
10.  Kalimantan Barat Landak 265 2.333 1 4 5 Sedang
1. Kalimantan Barat Sambas 58.040 2411 2 4 6 Sedang
12, Kalimantan Barat Sanggau 1164 2.387 1 4 5 Sedang
13, Kalimantan Barat Singkawang 366 1503 1 5 6 Sedang
14, Kalimantan Selatan Tanah Laut 2.805 2.030 1 4 5 Sedang
15, Kalimantan Tengah Barito Timur 463 1569 1 5 6 Sedang
16.  Kalimantan Timur Penajam Paser Utara 5.342 2.000 1 4 5 Sedang
17 Lampung Lampung Barat 252 1778 1 4 5 Sedang
18, Lampung Pringsewu 197 2.244 1 4 5 Sedang
19.  Riau Bengkalis 47739 2.858 2 3 5 Sedang
20. Riau Kampar 13.213 2,047 1 4 5 Sedang
21, Riau Rokan Hilir 47723 3.275 2 3 5 Sedang
22, SulawesiTenggara Konawe 3178 1.323 1 5 6 Sedang
23, SulawesiTenggara Konawe Selatan 604 1.000 1 5 6 Sedang
24, Sulawesi Tenggara Konawe Utara 163 1188 1 5 6 Sedang
25, Sumatra Barat Agam 55162 2495 2 4 6 Sedang
26.  Sumatra Selatan Banyuasin 7.988 1616 1 5 6 Sedang
27, Aceh Aceh Barat 579 3503 1 2 3 Rendah
28, Aceh Aceh Singkil 6.751 3453 1 2 3 Rendah
29. Aceh Aceh Tamiang 3.333 2.955 1 3 4 Rendah
30.  Aceh Aceh Utara 547 3.899 1 2 3 Rendah
31 Aceh Nagan Raya 2183 319 1 3 4 Rendah
32, Bengkulu Bengkulu Utara 538 3.524 1 2 3 Rendah
33, Bengkulu Mukomuko 1.088 3.631 1 2 3 Rendah
34, Jambi Batang Hari 495 3.634 1 2 3 Rendah
35.  Jambi Muaro Jambi 1.346 2.583 1 3 4 Rendah
36, Jambi Tanjung Jabung Barat 8.504 3.252 1 3 4 Rendah
37, Jambi Tebo 1.029 2.883 1 3 4 Rendah
38.  Kalimantan Barat Sekadau 594 2721 1 3 4 Rendah
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WRI Indonesia, didirikan di Indonesia dengan nama Yayasan Institut
Sumber Daya Dunia, adalah lembaga kajian independen yang fokus pada
pembangunan sosioekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan.
Pekerjaan kami fokus pada enam bidang utama: hutan, iklim, energi, kota
dan transportasi, tata kelola, dan laut. Kami mengaktualisasikan gagasan-
gagasan besar ke dalam aksi nyata pada titik temu yang menghubungkan
lingkungan dengan peluang ekonomi dan kesejahteraan manusia.

Pendekatan Kami

Kami mengukur keberhasilan kami melalui perubahan nyata yang terjadi
di lapangan. Pendekatan kami terdiri dari tiga langkah penting: Count It
(Ukur), Change It (Ubah), dan Scale It (Perluas).

COUNT IT (UKUR)

Kami memulai dengan data. Kami melakukan penelitian independen
menggunakan teknologi terkini untuk membangun pemahaman baru.
Analisis kami yang ketat memberikan identifikasi risiko, membuka
peluang, dan menghasilkan rekomendasi bagi para pengambil keputusan.
Kami memusatkan upaya kami pada ekonomi berpengaruh dan
berkembang, dimana masa depan keberlanjutan akan ditentukan.

CHANGE IT (UBAH)

Kami menguji gagasan-gagasan dan menggunakan temuan kami untuk
menginspirasi aksi nyata pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat
sipil. Kami bekerja dengan para mitra untuk menggerakkan perubahan
yang mampu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan
manusia. Kami membuat tujuan yang terukur dan bertanggung jawab
untuk memastikan hasil kerja kami dapat bermanfaat untuk jangka
panjang.

SCALE IT (PERLUAS)

Kami tidak berpikir dalam skala kecil. Melalui Signature Initiatives (Inisiatif
Khusus), kami menciptakan perubahan yang positif. Kami bekerja dengan
para mitra dalam membangun jaringan dan memperluas dampak upaya
di tingkat regional dan global. Kami mengevaluasi keberhasilan melalui
kebijakan dan aksi perubahan yang diwujudkan pemerintah, pelaku
usaha, dan masyarakat sipil untuk menjaga kelestarian lingkungan serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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